BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI LEBONG
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

¢ BUPATI LEBONG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah
ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai
program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas
dan fungsi organisasi yang ditetapkan dalam
kurun waktu 5 tahun;

Menimbang :oa.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan

Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama

P Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
_ Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026.

Mengingat - 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran
Eega;ahRepuhlik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19
ambahan Lembaran Negara Republik i
el publik Indonesia

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2
003 tentan
Keuangf.m Negara (Lembaran Negara Republil%
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 39 tah
un 20
Pembe.ntukap Kabupaten Lebong dan Ofgabtentang
Kepahls}ng di Provinsi Bengkulu (Lembaran Lr;paten
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8%21;3.

Tambahan Lembaran Ne i
Nomor 4349); Bara Republik Indonesia
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawe:E
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ten.tang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20Q4
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataap Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan

‘I;$r2n5t;aran Negara Republik Indonesia Nomor

Undang-Undang Nomor 12 Tahun

Pembentukan Peraturan Perundai(;}ll,lnt;;r:azg
(Lembaran Negara Republik Indonesig Tahun 2311
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 9234), sebagaimana telah dl::ub lh
fee$$1; IIJ}ndat;'ng};Undang Nomor 15 Tahun 20?9

erubahan Atas Undang-Undang N

12 Tahun 2011 tentan Pe ratary
Perundang-Undangan (Lgembzqu;inthlllekgaal;aplg;it&l;zi

Indonesia Tahun 2019 N
Lembaran Negara omor 183, Tambahan
6398); g Republik Indonesia Nomor
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenta;}l%
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, :I‘arnbahﬂﬂ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi
Pemeriksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008
tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48153);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
I[ndonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik I i
Nomor 6042); P HEGESR

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tah

un 2
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Ne [:s.lrﬁ
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor %14a
Tambahan LembaranlNegara Republik Endonesie;
Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nom
tentang Perubahan A erattan TR 2019

Nomor 18 Tahun 2016
(Lembaran Negara Repuyblj
Nomor 187, Tambahan
Indonesia Nomor 6402);
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Pen}’elenggara"",E
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republi
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahar.l
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang  Penyelenggaraan  Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6633),

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 teqtang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasmn?l
Tahun 202 - 2024 (Lembaran Negara Republik
Tahun 2020 Nomor 10J;

Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah,;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor
PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman
Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja
Pelapnran‘ Kinerja dan Tata Cara Reviu atas;
Laporax_q Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri

2015 tentang Pembentukan P%ogurljoﬁlol:u?no E')T‘ahUn
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun aQBSah
Nomor 2036), sebagaimana telah diubah g ~
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 'I?nl-?an
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Mjntgg
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Menetapkan

26.

27.

28.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 14
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2021 Nomor 14);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Dacrah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2016 Nomor 10}, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lebong Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun
2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN
2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabupaten Lebong.

Bupati adalah Bupati Lebong.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah
Kabupaten Lebong.

Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati
Lebong.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu
sistem perencanaan yang disusun dengan tujuan
untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

selanjutnya disebut RPJMD adalah
perencanaan S (lima) tahun, dekumen
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7. Indikator Kinerjn adalah ukuran kuantitatif d.ﬂf:l
kualitatif yang menggambarkan tingkat pf:11capEIE;]
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkar.
Indikator kinerja memberikan penjelasan, 'ha!f
secara  kuantitatif maupun secara kualtlt-ii(';r;
mengenai apa yang diukur untuk menentu
tujuan yang sudah tercapai. ' _

8. Ingiilmtr:)r Kinerjn Utama yang selanjutnya 'd““ﬁz:‘:
IKU merupakan ukuran keberhasilan dari ‘Sntah
tujuan dan sasaran strategis instansi pcmcr];ura!;
dengan kata lain IKU digunakan scl)fagal u =
keberhasilan dari instansi pemerintah yang
bersangkutan.

9. Indikat%r Kinerja Utama RPJMD Kabupaten Lebf.mg
Tahun 2021-2026 merupakan ukuran kebcrha-mlarl
dari tujuan dan sasaran strategis Pemerintah
Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021-2026.

BAB I
INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
(IKU RPJMD)

Pasal 2

(1) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (IKU RPJMD) Kabupaten
Lebong Tahun 2021-2026 adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten
Lebong yang berisi indikator kinerja tahunan untuk
kurun = waktu 2021-2026 yang merupakan
penjabaran dari target kinerja Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Katfupaten Lebong Tahun 2021-2026.

(2) Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (IKU RPUMD) Kabupaten
Lebong Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahk i
Bupati ini. P an dari Peraturan

Pasal 3

Organisasi Perangkat Daerah dan unit

lingkungan Pemerintah Kap kerja di
upaten Leb

me::encanal‘ltan program kegiatan wajib me?ung dalam

Indikator Kinerja Utama R gacu pada

€éncana Pemban

Menengah Daerah (IKU RPyMp)

gunan Jan ka
Kabupaten Lebgng

m Peraturan Bupati
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, mtf:n?erin;algkgﬁ
pengundangan Peraturan Bupati ini Le?:) i
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten ong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 16 Dsesember 2021

j! BUPATI LEBONG,F

-*KOPLI ANSORI
Diundangkan di Tubei
pada tanggal 16 Dsesember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABNPATEN LEBONG,

H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2021 NOMOR 54
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